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PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN
KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL,
KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN

Safik Faozi, Wenny Megawati, Dyah Listyorini, Fitika Andraini
Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kekerasan seksual yang
melindungi korban melalui putusan pengadilan, media sosial, dan kebijakan tanpa
pemidanaan. Adanya putusan pengadilan dengan terdakwa Herry Wirawan dan
Moch Subchi Azal Tsani pada tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan
putusan yang dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan korban. Realitas ini
berada pada kondisi masyarakat yang mengalami erosi moralitas, korban yang
seharusnya memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan justru sebaliknya.
Kondisi ini menjadi materi pemberitaan media massa, apalagi terkait dengan
korban kekersan seksual yang menderita fisik, mental, dan sosial. Adanya realita
peradilan pidana seperti ini menarik ditengah keterbatasan hukum pidana
melindungi korban, dan pada sisi yang lain ada sarana sanksi lain yang dapat
digunakan untuk melindungi korban ke dalam kerangka pidana tambahan.
Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum
inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian
mengungkapkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan
pengadilan tidak menunjukkan konsistensi pada perlindungan korban kekerasan.
Pidana yang dijatuhkan mendekati tuntutan jaksa. Begitu pula pengenaan sanksi
restitusi dengan nilai nominal yang tidak sama. Masih adanya putusan yang tidak
mencakup restitusi menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pemulihan korban,
meskipun secara normatif pengenaan restitusi telah diatur. Pemberitaan media
massa telah bermanfaat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan
seksual dan dampaknya bagi korban termasuk pengenaan sanksi pidana yang berat,
pemulihan korban dan ancaman pencabutan ijin operasional. Merekonstruksi
perlindungan korban kekerasan seksual melalui penguatan media massa termasuk
media sosial, penerapan sanksi pidana yang membuat jera, pemulihan korban
melalui restitusi dan kompensasi kebijakan sosial yang mewujudkan kesejahteraan
korban dengan memulihkan hak-hak korban, penguatan kesehatan mental
masyarakat melalui perilaku yang menjunjung tinggi moralitas, menguatkan
evaluasi yang berbasis laporan masyarakat dan penerapan sanksi perdata dan
adminstrasi sebagai pidana tambahan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Media, Kebijakan, kesehatan Mental, Restitusi
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ABSTRACT

This research aims to explain how to overcome sexual violence by protecting
victims through court decisions, social media and non-punishment policies. The
court decision with defendants Herry Wirawan and Moch Subchi Azal Tsani
regarding the crime of sexual violence shows that the decision can be questioned
from the perspective of victim protection. This reality is in the condition of society
which is experiencing an erosion of morality, victims who should receive protection
from court decisions actually do the opposite. This condition has become material
for mass media coverage, especially in relation to victims of sexual violence who
suffer physically, mentally and socially. The existence of criminal justice realities
like this is interesting amidst the limitations of criminal law in protecting victims,
and on the other hand there are other means of sanctions that can be used to protect
victims within an additional criminal framework. The research is normative
juridical with research specifications inconcreto law. The analysis is in the form of
analytical descriptive analysis. The results of the research reveal that dealing with
criminal acts of sexual violence through court decisions does not show consistency
in protecting victims of violence. The sentence imposed was close to the
prosecutor's demands. Likewise, the imposition of restitution sanctions with
unequal nominal values. The existence of decisions that do not include restitution
indicates weak protection for victims' recovery, even though normatively the
imposition of restitution has been regulated. Mass media coverage has been useful
in influencing public perceptions about sexual violence and its impact on victims,
including the imposition of heavy criminal sanctions, rehabilitation of victims and
threats of revocation of operational permits. Reconstructing protection for victims
of sexual violence through strengthening mass media including social media,
implementing criminal sanctions that deter, recovering victims through restitution
and compensation, social policies that realize the welfare of victims by restoring
victims' rights, strengthening community mental health through behavior that
upholds morality, strengthening evaluations based on public reports and the
application of civil and administrative sanctions as additional penalties.

Keywords : Prevention, Media, Policy, Mental Health, Restitution
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PENDAHULUAN
Kekerasan seksual sudah berada
dalam keadaan darurat. Catatan tahunan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) dalam 10 tahun terakhir:
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia
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Gambar tersebut menunjukkan kekerasan
seksual meningkat dari 21.753 (2021)
menjadi 25.050 (2022). Tahun 2021 di
tingkat propinsi:
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Tahun 2021 di Jawa Barat yaitu sebesar
58.395, Jawa Timur sebesar 53.865, dan
Jawa Tengah sebesar 52.901.

Terdakwa Herry Wirawan dihukum
tinggi oleh PN Bandung yang dikoreksi di
tingkat Banding menjadi pidana mati,
pembebanan pemulihan korban kepada
terdakwa, termasuk pencabutan ijin

I Politik Kriminal —Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (Studi Putusan PN dan PT Bandung dengan
terdakwa Herry Wirawan), 2022.

2 Safik Faozi, Mediasi Penal Terhadap Peristiwa
Kecelakaan yang berakibat Kematian di Wilayah

Jurnal Dinamika Hukum
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operasional terhadap lembaga
pendidikannya. Ini tidak terlepas dari
peranan media massa. Ini terungkap dalam
hasil penelitian peneliti (2022).! Sebaliknya
hukuman restitusi bagi pelaku secara
konkrit bermanfaat bagai korban. Ini
terungkap dalam penelitian di Demak
(2011), dan di Wilayah Batang dan
Pekalongan (2013).2 Pembebanan restitusi
ini tidak tersebut dalam putusan PN
Surabaya yang mengadili Moch. Subkhi.
Putusan Majelis Hakim PN Surabaya ini
tidak menunjukkan adanya kepastian dalam
melindungi korban tindak pidana kekerasan
seksual. Perlindungan korban yang abstrak
menjadi model pelayanan peradilan pidana
yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Perlindungan Saksi dan
Korban dan Undang-undang Tindak Pidana
Kekerasan yang menentukan restitusi dan
pemulihan korban sebagai hak korban yang
harus dipenuhi. Rekonstggksi politik
kriminal yang melindungi ban tindak
pidana kekerasan seksual menarik untuk
diteliti.

Penelitian ini mewujudkan Renstra
Penelitian UNISBANK Tahun 2021-2025
pada isu strategis tentang pembangunan
penguatan sosial budaya terkait dengan
upaya mencegah kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat yuridis normatif
dengan spesifikasi penelitian hukum
inkonkreto. Analisisnya berupa analisis
deskriptif analitis.

PEMBAHASAN
Penerapan Politik Kriminal yang
Melindungi Korban melalui Putusan
Hakim

Politik kriminal merupakan upaya
masyarakat yang bersifat total untuk

Demak, 2011. Safik Faozi, Mediasi Penal Terhadap
Peristiwa Kecelakaan yang berakibat Kematian di
Wilayah Pantura (Batang, Kabupaten dan Kota
Pekalongan), 2013.
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menanggulangi  kajahatan. 3 Rumusan
politik kriminal ini merujuk dari pendapat
Marc Ancel yang merumuskan criminal
policy is the rational organization of the
sosial reaction to crime.* Secara spesifik,
G. Peter Hoefnagels merumuskan the
science of criminal policy is the science of
crime  prevention.”  Pengorganisasian
penanggulangan kejahatan oleh masyarakat
merupakan ciri khas dari politik kriminal.
Dalam rangka penanggulangan kejahatan,
Hoefnagels menawarkan adanya 3 cara
melakukan  politik kriminal  yaitu
pemanfaatan media massa untuk
mempengaruhi kejahatan dan pidananya,
pencegahan tanpa pemidanaan, dan
penerapan hukum pidana (criminal law
application). Penerapan hukum pidana
terhadap pelaku tindak pidana merupakan
salah satu dari politik kriminal melalui jalur
peradilan pidana.

Penekanan politik kriminal
melalui putusan hakim dalam peradilan
pidana dalam kajian kebijakan pidana lebih
berorientasi pada pencegahan kejahatan
(prevention to crime) dan pembinaan
pelaku tindak pidana (treatment of
offender). Konsekuensinya kedudukan
untuk memberikan perlindungan pada
korban telah lama diabstraksikan ke dalam
kepentingan masyarakat. Sistem peradilan
pidana yang berlangsung menampakkan
peradilan pidana yang berorientasi pada
pelaku (offender oriented). Namun sejak
adanya Declaration of Basic Principles of
Justice for Victims of Crime and Abuse of
power pada sidang umum PBB tanggal 15
Desember 1985, perlindungan korban
tindak pidana diperhatikan. Dalam sistem
peradilan pidana terdapat model prosedural
dimana korban dapat berperan aktif untuk
menyampaikan aspirasi dan
kepentingannya sebagai korban tindak
pidana, pada sisi yang lain terdapat model
pelayanan yang menempatkan korban

3 Sudarto berpendapat bahwa politik kriminal
merupakan usaha yang rasional dari masyarakat
untuk menanggulangi kejahatan.Sudarto, Hukum
dan Hukum Pidana, 1981, hal. 38.
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bersifat pasif sebagai pihak yang dilayani
dalam peradilan pidana.

Perlindungan  korban  tindak
pidana kekerasan seksual bisa dikaji dari
putusan pengadilan dalam menerapkan
hukum pidana (criminal law application).
Penerapan hukum pidana yang melindungi
korban tindak pidana kekerasan seksual
melalui putusan pengadilan didasarkan
fakta-fakta  persidangan yang telah
mempertimbangkan factor-faktor yuridis
dan non yuridis. Faktor yuridis adalah
fakta-fakta yang muncul dalam
persidangan, seperti dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, pembuktian alat bukti
yang diajukan seperti keterangan saksi dan
saksi ahli serta bukti Visum Et Repertum.
Faktor non yuridis seperti dampak
psikologis, kerusakan organ tubuh korban,
dampak sosial bagi anak korban kekerasan
seksual.

Penerapan politik kriminal yang
melindungi korban khususnya korban
tindak pidana kekerasan seksual secara
konkrit dalam berbagai putusan pidana
menunjukkan variasi perlin an, baik
yang bersifat abstrak maupundgindungan
yang bersifat konkrit bagi korban tindak
pidana. Khusus terkait dengan
perlindungan yang bersifat konkrit yang
berupa restitusi untuk pemulihan kerugian
dan penderitaan korban terdapat penerapan
yang berbeda meskipun dalam Pasal 18
Undang-undang Nomor 35 Tahun 201
Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menyebutkan Setiap
anak yang menjadi korban atau pelaku
tindak pidana berhak mendapatkan bantuan
hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan penelusuran
dokumen kepustakaan yang bersumber dari
berbagai putusan dapat disajikan sebagai
berikut :

4 Marc Ancel, Social Defence, halaman 209
5 G. Peter Hoefnagels , The Other Side of
Criminology, 1969, halaman 57.
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1. Putusan PN Bandung Nomor
989/Pid.Sus/2021/PN  Bdg diajukan
Banding pada Pengadilan Tinggi
Bandung dengan Nomor
89/Pid.Sus/2022/PT Bdg menyebutkan
terdakwa dikenakan pidana mati,
dikenakan restitusi sebesar
Rp.331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh
satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu
seratus delapan puluh enam rupiah)
untuk biaya pemulihan 12 korban dari
penderitaan yang dialaminya.

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Surabaya No.
1003/PID.SUS/2022/PT SBY yang
mengubah Putusan Pengadilan Negeri
Malang Nomor 60/PID.SUS/2022/PN
MLG yang dimintakan Banding sekedar
mengenai lamanya pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga
hukumannya menjadi 8 (delapan) tahun
pidana penjara, dan denda Rp
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
Selain itu terdakwa juga dikenakan
restitusi sebesar Rp 44.744.623,- (Empat
puluh empat juta tujuh ratus empat puluh
empat ribu enam ratus dua puluh tiga
rupiah). Dengan ketentuan jika terdakwa
tidak membayar uang restitusi paling
lama 1 bulan sejak putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh
Jaksa dan dilelang untuk membayar
restitusi, dan dengan ketentuan dalam
hal terdakwa tidak mempunyai harta
yang mencukupi untuk membayr
restitusi tersebut, maka diganti dengan
pidana kurungan pengganti selama 1
(satu) tahun kurungan.

3. Pelaku Ahmad Fauzan, Pengasuh
Pondok Pesantren pengasuh Pondok
Pesantren lhya’ Ulummiddin, Desa
Padang, Singojuruh, Banyuwangi
dikenakan pidana penjara 10 tahun dan
denda Rp 100 juta subsider enam bulan
kurungan.  Selain itu  dikenakan
pembayaran restitusi terhadap para
korban. Ada lima korban yang
mendapatkan ganti rugi. Mereka adalah
MA yang mendapatkan restitusi sebesar
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Rp 6,6 juta, DF senilai Rp 3,7 juta, KR
Rp 5,2 juta, SW Rp 7,1 juta, dan MA Rp
4.4 juta.

. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby dengan
terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani
(MSAT), anak pengasuh Pondok
Pesantren pesantren Majma'al Al
Bahrain Shiddiqiyyah.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman
pidana penjara 7 (tujuh) tahun karena
terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana ‘“melakukan
perbuatan yang menyerang kehormatan
kesusilaan yaitu melanggar Pasal 289
juncto Pasal 65 (1) KUHP dan Undang-
undang No. 8 Tahun 1981 Tentang
KUHAP.” Pengenaan sanksi ini jauh di
bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum
yaitu melanggar Pasal 285 Juncto Pasal
65 ayat (1) dengan tuntutan 16 Tahun.
Berdasarkan studi dokumen putusan
majeli kum tidak dikenakan restitusi
untuk ban tindak pidana kekerasan
seksual yang dilakukannya.

. Putusan Nomor

108/Pid.Sus/2018/PN.Pwk
Berdasarkan studi dokumen putusan
tersebut tidak ada pemberian restitusi.
Permohonan restitusi ditolak Majelis
Hakim  karena tenggang  waktu,
mengingat permohonan restitusi tidak
sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2018 Tentang pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan.

. Putusan Nomor

137/Pid.Sus/2018/PN.Kdl

Berdasarkan studi dokumen putusan
tersebut  ternyata  majelis  hakim
membebankan kepada Terdakwa untuk
membayar restitusi sejumlah
Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu
rupiah) kepada anak korban

. Putusan Nomor

148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

Berdasarkan studi dokumen putusan
tersebut disebutkan bahwa Majelis
Hakim membebankan kepada Terdakwa
untuk membayar restitusi senilai Rp
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29.000.000 (dua puluh sembilan juta
rupiah)
8. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.
Dpk
Berdasarkan studi dokmen tersebut
dijelaskan bahwa pelaku membayar
restitusi kepada anak korban YJ sebesar
Rp 6.524.000 (enam juta lima ratus dua
puluh empat ribu rupiah) dengan
ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama
3 (tiga) bulan serta membayar restitusi
kepada anak korban BA sebesar Rp
11.520.639 (sebelas juta lima ratus dua
puluh ribu enam ratus tiga puluh
sembilan rupiah) dengan ketentuan
apabila restitusi tidak dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan selama
3 (tiga) bulan
9. Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN.
Mdn
Berdasarkan studi dokumen tersebut
dijelaskan tidak ada pemberian restitusi,
mengingat korban tidak mengajukan
permohonan restitusi oleh pihak korban
10. Putusan Nomor
166/Pid.Sus/2021/PN. Kot
Berdasarkan studi dokumen tersebut
dijelaskan tidak ada pemberian restitusi,
mengingat korban tidak mengajukan
permohonan restitusi oleh pihak korban
Berdasarkan  studi  dokumen
tersebut beberapa putusan majelis hakim
sebagian telah mencerminkan pendekatan
politik  kriminal yang memberikan
perlindungan bagi korban, yaitu tersalurnya
akses keadilan bagi korban baik dalam
mekanisme peradilan yang fair, mudah,
terjangkau, juga pengenaan pidana
mengakomodasi kepentingan korban yang
langsung yang berupa hukuman berat bagi
pelaku juga pembebanan restitusi untuk
pemulihan penderitaan dan kerugian
korban. Bagi korban yang tidak langsung,
pengenaan hukuman yang tinggi bagi
pelaku juga disertai dengan pengenaan
sanksi administrasi yang berupa
pencabutan ijin memberi efek jera dalam
pengelolaan lembaga pendidikan yang
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mencegah terjadinya  tindak  pidana
kekerasan seksual.

Khusus terkait dengan pengenaan
restitusi bagi korban kekerasan seksual
merupakan suatu kewajiban, mengingat
restitusi merupakan salah satu hak yang
dipen@Ll untuk memulihkan penderitaan
atau gian yang dialami korban. Pasal
30 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun
2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual menyebutkan Korban Tindak
Pidana  Kekerasan  Seksual berhak
mendapatkan  Restitusi dan layanan
Pemulihan. (2) Restitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti
kerugian atas kehilangan kekayaan atau
penghasilan; b. ganti kerugian yang
ditimbulkan akibat penderitaan yang
berkaitan langsung sebagai akibat Tindak
Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian
biaya perawatan medis dan/ atau
psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas
kerugian lain yang diderita Korban sebagai
akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adanya Pasal 20 (1) Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang
pemberian Kompensasi, Restitusi, dan
Bantuan yang menyebutkan bahwa
permohonan restitusi diajukan sebelum
putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum yang tetap melalui Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
untuk dimasukkan ke dalam tuntutan
Penuntut Umum, juga harus dipahami
dengan ayat (3) menyebutkan bahwa
pengajuan permohonan restitusi dapat
diajukan setelah putusan yang memperoleh
keputusan tetap dan permohonan restitusi
dapat diajukan melalui LPSK kepada
Pengadilan untuk mendapat penetapan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak
korban (melalui LPSK) berhak untuk
menerima restitusi. Hak ini menjadi
kewajiban bagi hakim memenuhi hak
korban kekerasan seksual menerima
restitusi. Apalagi hak untuk memperoleh
restitusi bagi korban bisa diajukan melalui
LPSK setelah putusan memperoleh
keputusan yang tetap. Hanya saja
permohonan setelah putusan tidak dapat
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dibebankan kepada pelaku ketika putusan
telah dijatuhkan. Konsekuensinya
pembebanan ganti kerugian beralih kepada
negara dengan program kompensasi.
Peralihan pembebanan kepada negara
dengan dasar argumentasi dari pendapat
Muladi dengan argumen kontrak sosial
yaitu bahwa persoalan terjadinya kejahatan
merupakan tanggungjawab negara ketika
negara telah memonopoli upaya
penanggulangan kejahatan. Terjadinya
kejahatan dan korbannya menjadi tanggung
jawab negara. Hal ini juga sesuai dengan
salah satu ketentuan yang tersebut dalam
Dokumen Declaration of Basic Principles
of Justice for Victims of Crime and Abuse
of power pada sidang umum PBB tanggal
15 Desember 1985 yaitu = When
compensation is not fully available from the
offender or other sources, States should
endeavour to provide financial
compensation to victim and family.
Selanjutnya disebutkan the establishment,
strengthening and expansion of national
funds for compensation to victims should
be encouraged. Tanggung jawab pada
negara untuk memberikan kompensasi
didasarkan bahwa pemulihan korban
merupakan hak korban yang wajib di
penuhi. Negara yang berkewajiban
memberikan perlindungan sudah sangat
rasional mengambil alih tanggungjawab
untuk memenuhi hak korban, apalagi
korban kekerasan seksual merupakan pihak
yang sangat menderita dan tanggungjawab
negara secara moral untuk memberikan
bantuan.

Korban secharusnya tetap dapat
mengajukan permohonan restitusi
walaupun putusan pengadilan mendapatkan
kekuatan hukum yang tetap sehingga
perlindungan hukum terhadap anak korban
berupa restitusi dapat tercapai.

Pemanfaatan Media Massa
Media massa yang memberitakan

realitas kejahatan dapat membentuk
persepsi masyarakat tentang kejahatan dan

Jurnal Dinamika Hukum
Vol 25 No 1 April 2024

tindakan hukum yang akan dikenakan
kepada pelaku tindak pidana. Pemberitaan
kejahatan dengan motif kejahatan dan
modusnya yang disajikan di media massa
dapat membentuk pendapat masyarakat.
Apalagi dalam era demokrasi dan hak asasi
manusia, hak untuk berpendapat dan
menyampaikan berita adalah hak yang
dilindungi. Pemberitaan yang terus-
menerus membentuk pengetahuan atau
suatu realitas. Realitas yang terbentuk akan
ditanggapi dan diwujudkan dalam suatu
tindakan masyarakat. Dalam sosiologi
pengetahuan, suatu pengetahuan berasal
dari pengalaman subyektif  yang
mengalami objektivisasi ketika diterima
sebagai suatu kebenaran ketika diterima
secara ajeg, teratur dan disadari. Media
sangat menentukan dalam memberitakan
suatu peristiwa ketika diterima secara
teratur, ajeg dan disadari sebagai suatu
realitas. Media yang digunakan sangat
ditentukan oleh perkembangan teknologi
dan masyarakat. Perkembangan teknologi
dan informasi yang Dberada dalam
perkembangan era kebebasan telah
memproduksi berbagai media informasi.
Adanya whatsapp, twitter, Instagram,
youtube, facebook, tiktok dan berbagai
jenis media sosial terkini menggenapi
media cetak dan elektronik dalam
mempengaruhi dan membentuk pendapat
masyarakat. Media mempunyai kekuatan
yang luar biasa dalam membentuk opini
dan menjadi alat yang mengatur sekaligus
mengendalikan suatu peristiwa. Tidak
jarang kekuasaan dapat dibentuk atau
dijatuhkan oleh suatu kekuatan media.
Banyak peristiwa hukum terungkap ketika
menjadi berita yang viral dan memaksa
aparat hukum untuk bertindak.
Pemberitaan kejanggalan kematian Joshua
secara viral dan peristiwa yang
mengelilingi telah mengungkap realita
yang sebaliknya dengan sanksi pidana
yang sangat berat. Pemberitaan secara
massif kekerasan seksual dengan terpidana
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Herry Wirawan telah menjadi berita
nasional dan  menjadi  pendorong
disegerakannya  penerbitan =~ Undang-
undang no. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual. Khusus bagi
terpidana dikenakan hukuman yang sangat
berat yaitu pidana mati, pencabutan ijin
operasional pesantren, restitusi bagi
korban, dan perampasan asset Yayasan
untuk kepentingan pembayaran restitusi.
Pemberitaan media pada peristiwa tindak
pidana kekerasan seksual dengan terpidana
Herry Wirawan dan Moch. Subchi Azal
Tsani sebagai berikut :
1 12 Santri Diperkosa Guru Biadab, Orang

biadeh 9are ma 3are tern kel gk
2. Kebuiuhan 12 Saniri Korban
Pemerkosaan Gurn Biadab Harus

[P T— I S 1 A T T 1 Janto

i AT R WO o

3 5 Eakla iass Heme Wanan, Seouou 1 buaa Dinerkoss inaga
Doider Curios Usia Korben Sasl Melahiten

Hiorrgace o - 311 EXDEH, 07100 \WE EAGIKAN. Korsartad Libal Eoka i SHUTTERSTOG

Ecior Bachmand; KOMPAS com -

4, Kasus Hamy. Wissan, Eajabi Jabar ol Kejabatan Sanpal Luar Biasa,
]! inih tngang & Kompom eere g g udal A Liem o, st dasar L

Jurnal Dinamika Hukum
Vol 25 No 1 April 2024

Em?u Kali
EtaCUberen-h roaaa e Sy

P2TP2A G

Ealndl Jabne LUngkap Mo YWicavwan Seiububi Korkan. kogos
L T v bt ity g 1L

115 B g

t dampingi santrivwati

QEDUN g
Al el L 12 g, kam, gekarand
metekeg Akl dendan, oraneg [Enua
b, TrAcA AL RS, £ a8 TE T ] D2 I - -G D MU -e e -t dak

T e——

KSPPA PSI harap hakim vonis berat
21 EES&HTI‘EH EE‘IT.I.E'I‘I{OS& Sﬂl.lﬂf'i
R §

[T e I TN D AT Lo
pmarmiace neakl

KPAIL: Pemerkosa 12 santriwati bisa
dihukum penjara 20 tahun dan kebiri

s, A,

FAOENL L2 amnirrmen e o b ey 3

()

Pencegahan pemerkosaan butuh
hukum yang berpihak pada korban

v it e AR, b

Jaksa tuntut aset Herry Wirawan

dilelang untuk biaya hidup korban

heis | i

g b it EREOE | dkan bkl o sk hermywine a ol ng-unbul b -
Nehgm'!ln
Kementerian Sosial berikan

pendampingan pada santri korban

pemerkosaan

Guru Besar: Hukuman mati bentuk
keseriusan pemerintah lindungi anak

B

e e it acarean 2 ryberita A | any-bes -buskm i alHbentub- b

Fii i I3

93




JDAMIKA HUKUM]

P-ISSN: 1412 — 3347 E-ISSN: 2746 - 5772
https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/th1

Wali Kota Bandung duloung Herry Wirawan dibuloum
may

barp s sars e o vy bairs (168 waB-b ks il gt d ks gy -l ks -
P

Taksa: Hukoman man Hery Wirawen penngatan bagt pelako

sl ladn
Anzpata DPR apresiasi, munkisan bagi tedakwa pemerkosa 13
SRR

AT fiwarn ania revea o3 vy et (16180 s grors-dpracee st e-hag teriskas-

e ey - te el

RUU TPES Sah Jadi Inislatif DPR. Puan Minta Presiden
Segera Kirim Surpres

18002333 ) PARIIEHS

Menks PME apresiacs umbutan U terbodap tendakewa Herry
Wiznan

Btpe i r 2 FIEITICL e ”

e rawan

Pemberitaan media yang massif akhirnya
menghasilkan penangkapan tersangka dan
dijatuhi pidana 7 tahun meskipun prosesnya
sangat lama yaitu sejak tahun 2019. Jaksa
menuntut 16 tahun karena melakukan
perkosaan secara berlanjut. Beritanya
tersaji di bawah ini:

© mrsLRA s

Sulftrys Membedul Putrs Peogass
Ponpas Tersanghs Pencsbalan Savlivwall

Kekerasan Seksual di Lembaga
Pendidikan Sinar Pagi Indonesia di
Malang

Jurnal Dinamika Hukum
Vol 25 No 1 April 2024

LPSK sebut korban dimtimidasi

htigny fwwrw S com dndesesid ) maj sl es-S0 040480

I e e L LT e R e T}
B b s s

L- L=

Bargageagan don pecassnan

1

Lebi dari 12 Jam, Mas Bechi Belum
Juga Dicsduk dan Ponpes Shiddegiyyah

Kasus pemerkosaan
santrivwati: Bechi anak Kiai
Jombang divonis tujubh tahun
penjara

© REPUBLIKA qQ

a5 W Mo 20 How 3302 1235'WE

LPSK: Korban Mas Bechi Tetap Bisa
Ajukan Restitusi Pascaputusan

Mas Meachi divasiz tujuh [ehan, |eth ringas dibendingkan trmulen 16 13hunh senjra.

W Figky Suryweancis Pt érck W v

Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual
juga terjadi di Ponpes Thya Ulumuddin

Banyuwangi yang melibatkan
pengasuhnya sendiri. Beritanya tersaji di

bawah ini:
Kekerasan Seksual di Ponpes banyuwangi

94




DI

\MIKA HUKUM

P-ISSN: 1412 — 3347 E-ISSN: 2746 - 5772
https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1

TPenga=ulh Ponpes d1 TRanyawwangsl
L -\.-1_|_hl-..nn o Santr h:n.'n Mu.u.lu:.- Les

Feagazub Pesanirea rcrll.hn Kekerpzan Sefzual Smmin da Banywwang
Ditanii 12 Tabun Penjara

Lipatans com, Bampuwarg: - Pengasub pandok pesantren di Bamampe, Fanran,
¥ang mencelol seromiah saeirenya, ditmost 12 thon pemyars ol fakeg Peumins
Uhmermes {TPLT,. Jalcea Pemrmtn: Ulnmom, pemmig terdakoon Faczan dijaiol padaras
pemjara 17 tabvm dan demda sehesay Pl juta subsider § bulas bumirgan pesjara.
Selie tin, terdairea pogs dilancken ey restrinst e nap kepada Farhan
sesu pecsrivn s don LPEK SApatola terd icrea Sid sk memsian o restisen mals
dpmen gepye podons koronzen perary seleea tiba bulan ' embaya Adepron
sain vamg diduza mevgadi kooben pencatelan terdalora Faozan, bepumiah 6 sanin.
e nnciee | sanin ke~ lako daw 5 sanen persspuan.

Korhan Kelerann Selanal Pengacah Fondak Praatren di Banyawangi Mists
Prilindungan LFSK

Lipuiaeed com, Banpumeg] - Kujiknasn Nogen (Kabei) Basyowss megajekas
peclindungen pars korban keioensae wivnal pengsroh posdok pesaeires ke Lenbazn
Palindmmpas Salod den Kerhan (LPSK) Kaad Puten Eejari Bamuonegl Abmad Eadi
Minkciiby: Toon FonaliEn | e pard. knebar, ik Aalah M 2T s A
vy, g g den perlindurgsn dof Tembegs Paslicdon ees Sl den Kakan
{LFEED) Pangs oo tamsber jugs sedsh ditarima olsh LPEE Mamum kinges e b
iz 54la baall parhitongen dari LFEE "Ving jalss kovben mandspaiion
petloadinain dan, LFEE didanalis parniuesas Ringidii Vs o desnaka
Dl DI DSOS TR TIFTH. Pallng 1] sofseine pomborad TEnTaes *
engicapenya, Babu (28102023},

Foamzan Diganjur Fulsman 16 Tahun

-Babu, 13 April 2023 | 0515 WIE
BANYTWARG, Jova Por Rioder Revprussong: - sy peacaibulan vany
aJah.hnEm. ot penpasih Pondok Pesaciren (' Uhinemiddin, Dresa
Padang, Sizgojurni, memanili bibak sichir Siduny sy manten anggots TPRD Tatim
Zm Ramyuurang] seryebeat berbmgurg di Pengadilan beper (F) Bamyuoang
Toaersarin (124 Tordsiua Iusui uul.umuupuhmu; asriTeal e
dnvenii 10tk pasjses dan dards By 100 jus vohidar s balin
Fadless bumys B, vercdalons nony sl seemibatyan re il wrkadss g pars kesban
mmkmw £tz 3reid adalah 2
=andagatkas tentinal weiseaar Fp 66 . DF sasdod Bo 3.7 juua, BB Pz 5.2 jua, B
FppT,1 o, dae hLA Bp 4.8 uin

FEPUBLIEA COID, JARKARTA -« Wakd Ketua Lembaga Perlindungen
Sakel dan Korian (LPSK] Antorus PS WIiDowo | BEONS ¥O0IE

|y Lty i o Lo Daclags MOoh Suleid Agal T [MEAT) allas
Mas Baclyl dalein bayus pameilosaan sabwall, Yonls tu imsinang

ringgary dibandesgkan tuntuten T80 tehun peengens

wus B g kGran esngaukan restitus berdasarkan
™ Mo, 1 Tahun 20232, Yaitu gantl kerugian yang disjukan

pudah pulusasn |'_-|,H|”:l|l_!l|.'ll'| Inkracihi,

Jurnal Dinamika Hukum
Vol 25 No 1 April 2024

Sosok Bos Sckolah Sclamat Pagi Indonesia
Terdakwa Kasus Kekerasan Soksual

Haomnas PA Kembali Pertanyvakan Bos SPAA

SP1 yang Tidak Ditahan
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Merekonstruksi politik  kriminal
yang memberikan perlindungan kepada
korban didasarkan pada pendekatan
integrasi yang tofgh dan rasional upaya
penanggualangan tifidak pidana kekerasan
seksual melalui penerapan hukum pidana,
pemanfaatan media, dan penggunaan
pencegahan tanpa pemidanaan melalui

kebijakan sosial, kesehatan mental
masyarakat, dan anak, pendekatan
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manajemen evaluasi, penerapan sanksi
administrasi dan perdata.

a. Rekonstruksi Pemanfaatan media
massa.

Media massa baik cetak, elektronik
dan media sosial telah sangat bermanfaat
untuk  mengungkap kejahatan  dan
mengawal kebenaran dan keadilan bagi
perlindungan korban kejahatan seksual.
Adanya kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi menyampaikan informasi
melalui media sosial. Ini merupakan hak
warga untuk mengungkap kebenara suatu
peristiwa. Pemberitaan ini telah direspon
dan dapat menjadi berita yang viral dan
jugamenjadi pengawal proses peradilan
yang sering bias bagi korban kekerasan
seksual.

b. Perumusan kebijakan sosial bagi
perlindungan korban kekerasan seksual.

Kebijakan sosial atau penal policy
merupakan kebijakan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Barda Nawawi
menyatakan bahwa kebijakan sosial atau
upaya untukes mencapai kesejahteraan
masyarakat. gi korban tindak pidana
kekerasan seksual Kebijakan sosial bagi
anak yang menjadi korban kekerasan
seksual telah ditentukan dalam Pasal 69 A
yang menyebutkan Perlindungan Khusus
bagi Anak korban kejahatan seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (2) hurufj dilakukan melalui upaya: a.
edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai
agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi
sosial; c. pendampingan psikososial pada

at pengobatan sampai pemulihan; dan d.

mberian perlindungan dan
pendampingan pada setiap tingkat
pemeriksaan mulai dari penyidikan,
penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di
sidang pengadilan. Berdasarka Deklarasi
PBB Tentang Basic Pronciples of Victim
of Crime and Abuse of Power Tahun 1984
dapat dilakukan Pertama, Korban haarus
diperlakukan dengan rasa kasih dan
dihormati martabatnya, Kedua, mekanisme
peradilan dan administrasi peradilan
seharusnya ditetapkan yang

lmmnm HUKUM.
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r%emungkinkan korban memperoleh ganti
rugi lewat prosedur formal atau tidak
formal yang tepat guna, adil, tidak mahal
dan terjangkau. Ketiga, Kesediaan proses
dan  administrasi  pengadilan  untuk
menanggapi kebutuhan korban harus
dipermudah. Keempat, mekanisme
informal untuk penyelesaian perselisihan
termasuk mediasi, arbitrasi, dan
pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan
asyarakat pribumi, harus digunakan
gabila tepat untuk  memudahkan
perujukan dan pemberian ganti kerugian
kepada para korban.
3. Penguatan Kesehatan Mental
Masyarakat.

Berdasarkan rekomendasi Kongres
PBB Tentang The Prevention of Crime and
The Treatment of Offender disebutkan
bahwa pembangunan bisa  bersifat
kriminogenic (factor yang mendatang
kejahatan) yaitu tidak direncanakan secara
rasional, mengabaikan moral, dan tidak
bersifat menyeluruh. Adanya realitas
penyimpangan sosial melalui berbagai
bentuk pelanggaran atau kejahatan di
semua strata sosial dan berbagai bidang
kehidupan termasuk di lembaga pendidikn
dan peradilan menunjukkan mentalitas
masyarakat yang sakit (tidak sehat)
Kondisi mental masyarakat yang tidak
sehat merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan terjadinya kejahatan,
sebagaimana yang disampaikan dalam
Kongres tersebut. Kondisi penyimpangan
hukum yang terjadi dan mudah disaksikan
oleh anak sangat berpotensi adanya
perilaku permisif yang akhirnya anak
menjadi  korban kekerasan  seksual.
Kondisi masyarakat yang menunjukkan
relasi kuasa baik atas dasar gender, atau
status sosial di lembaga pendidikan sering
menempatkan peserta didik menjadi
korban kekerasan seksual.

Beberapa korban kekerasan seksual
yang tersaji berada dalam dominasi kuasa
pengasuh pesantren yang mengkondisikan
siswa/santri  tidak berdaya menolak
selanjutnya mengikuti hasrat seksual dari
pengasuh lembaga pendidikan/pesantren.
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danya kekerasan seksual yang terjadi di

mbaga pendidikan termasuk pondok
pesantren menunjukkan masalah kesehatan
mental yang sakit ini sudah masuk di
lembaga pendidikan agama yang justru
dianggap  sebagai  penjaga  mental
masyarakat. Dengan demikian kesehatan
mental masyarakat ini berada pada titik
yang sangat mengkhawatirkan, mengingat
lembaga pendidikan termasuk pondok
pesantren sebagai benteng penjaga mental
dan rohani masyarakat sudah terpengaruh
oleh realitas masyarakat yang
menunjukkan  adanya  penyimpangan
perilaku seksual. Atas dasar tersebut perlu
adanya  rekonstitusi  sosial dalam
memelihara dan meningkatkan kesehatan
mental masyarakat. Rekonstitusi sosial ini
tidak hanya dilakukan di lingkungan
lembaga pendidikan, mengingat lembaga
pendidikan  berada di  lingkungan
masyarakat yang sudah mengkhawatirkan
kesehatan mentalnya. Untuk Rekonstitusi
sosial yang dilakukan adalah penataan
kembali kehidupan masyarakat yang
mengedepankan  budi  pekerti/akhlaq
dengan menjaga mental masyarakat jauh
dari perilaku yang diperbudak oleh harta,

memburu kekuasaan dengan
membolehkan segala cara dan
mengendalikan hasrat seksual dalam
kehidupan masyarakat. Penataan

kehidupan masyarakat yang seperti ini
sesuai sinyalemen Nabi Muhammad Saw
yaitu bahwa 3 hal yang menyebabkan
manusia kehilangan rasa malunya yaitu
jiwa atau mentalnya sudah dikendalikan
oleh nafsu memburu harta, kekuasaan dan
mengumbar nafsu seksual dalam kehidupa
masyarakat. Penataan kembali kehidupan
kesehatan mental masyarakat harus
dilakukan dalam suatu jaringan kerjasama
antara organisasi masyarakat yang strategis
dengan kebijakan sosial yang dirancang
dan dilaksanakan oleh pemerintah. Francis
Fukuyama menyebut upaya ini dengan

® Francis Fukuyama, A Great Sosial Disruption :
Human Nature and The Reconstitution of Social
Order, Free Press, New York, 1999, hal. 199.
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memperkuat social capital yang tersedia di
masyarakat.® Pendekatan ini merupakan
implementasi dari pendekatan
pembangunan yang tidak dirancang secara,
mengabaikan moral dan tidak bersifat
menyeluruh. NU dan Muhammadiyah
sebagai  organisasi  jaringan  sosial
mempunyai kewajiban moral untuk
bekerjasama dengan pemerintah yang
mempunyai tanggungjawab sosial dan
Konstitusional untuk  meningkatakan
kesehatan mental masyarakat sepagai salah
pilar utama dalam pembangunan yang
berkelanjutan. Pendekatan ini  juga
dirancang secara rasional dan bersifat
komprehensif yaitu melibatkan berbagai
aspek dalam merekonstruksi kesehatan
mental masyarakat.
4. Penguatan Monitorng dan Evaluasi
Salah satu unsur pendekatan
manajemen dalam tata kelola organisasi
adalah persoalan pengawasan. Terkait
dengan pengawasan terhadap pesantren,
persoalan terjadinya kekerasan seksual di
lembaga pendidikan termasuk di pondok
pesantren menunjukkan adanya persoalan
pengawasan  terhadap  beroperasinya
pondok pesantren, apalagi tindak pidana
kekerasan seksual telah terjadi beberapa
tahun sebelumnya. Lemahnya pengawasan
bisa terjadi didasarkan pengawasannya
berupa pengawasan melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi berupa pengisian
data monitoring dan evaluasi. Adanya
kunjungan ke objek yang diawasi
dilakukan pada saat pemantauan pada saat
kunjungan dilakukan sehingga bersifat
formal-prosedural. Adanya data temuan
dikonfirmasi dan dicatat dalam perbaikan
bagi beroperasinya. Adanya temuan yang
janggal menjadi sulit ditangani ketika
keberadaan Pondok Pesantren mempunyai
jaringan dengan kekuasaan. Sebagaimana
Ponpes Shiddiqiyyah Jombang yang telah
dikunjungi Presiden Jokowi, Prabowo
Subiyanto, dan Luhut Binsar Panjaitan.”

7 Presiden Jokowi, Menhan Prabowo, dan Menko
Luhut _tercatat pernah bertandang ke Pondok

Pesantren Shiddigiyyah di Jombang beberapa tahun
lalu.
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yang menyayangkan pencabutan ijin yang
baru diterbitkan setelah ramai diberitakan
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sebagaimana yang dilakukan  oleh
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren Kemenag Waryono
mengungkapkan nomor statistik dan tanda
daftar pesantren Majma'al Bahrain
Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, telah
dibekukan terkait dugaan pencabulan
dengan tersangka Moch Subchi Azal
Shiddiqiyyah. Secara manajemen, adanya
penyimpangan bahkan kejahatan yang
berupa tindak pidana kekerasan seksual
yang berlangsung dalam pengelolaan
organisasi dibutuhkan tindakan
penindakan. Penindakan ini tidak saja
untuk menjamin suatu kepastian hukum
juga untuk menimbulkan keadilan dan
kemanfaatan bagi masyarakat. Penindakan
mutlak  diperlukan  apalagi  adanya
kecenderungan Pihak pesantren juga
dinilai menghalang-halangi proses hukum
terhadap yang bersangkutan. Lukman
Hakim anggota Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa mendukung langkah Kementerian
Agama mencabut izin operasional Pondok
Pesantren Shiddiqiyyah Ploso, Jombang,
Jawa Timur, terkait dugaan kekerasan
seksual oleh salah satu pengurus terhadap
santriwati di lembaga pendidikan tersebut.
Selanjutnya ditegaskan bahwa ketegasan
Kemenag memberikan kontribusi besar
bagi pembangunan dan penegakan hukum
di Indonesia, yang sering terkendala pihak-
pihak mengatasnamakan dan memakai
simbol atau institusi keagamaan.Tindakan
tegas Kemenag itu juga harus menjadi
momentum  bagi semua lembaga
pendidikan berbasis agama di bawah
Kemenag wuntuk terus meningkatkan
berbagai upaya mencegah tindak kejahatan
seksual yang melibatkan personel di
institusinya.®  Meskipun demikian ada

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220712

124729-20-820408/jejak-ponpes-shiddigiyyah-
pernah-dikunjungi-jokowi-prabowo-luhut

Shttps://www.jawapos.com/nasional/01395909/pkb-

dukung-penuh-penutupan-pesantren-shiddigiyyah-
jombang
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upaya konkret dan proaktif dalam
mencegah kasus serupa melalui pembinaan
dan pengawasan yang konsisten.!?

5. Penerapan Sanksi Administrasi dan
Perdata.

Dawdacmawlrna A AL A~ ~en

media setelah terjadi sejak tahun 2019
menunjukkan adanya kelemahan dari
manajemen  pengawasan  Kementrian
Agama.®

Sistem evaluasi yang dibangun
harus mencegah tindak pidana kekerasan
seksual serupa di pondok pesantren
lainnya. Adanya beberapa tindak pidana
pidana kekerasan seksual di pondok
pesantren membutuhkan system evaluasi
yang mencegah tindak pidana kekerasan
seksual yang berbasis pada masyarakat.
Tidak cukup pada pengisian data dan
kunjungan sesaat di saat evaluasi
dilakukan, tetapi melibatkan masyarakat
sekitar. Doni Kusuma mengusulkan
adanya asesmen psikologis pemimpin dan
tenaga pendidikan. Ilmu psikologi akan
dapat membantu asesmen ini," selanjutnya
dinyatakan harus ada langkah-langkah
penguatan sistem di ponpes dan penguatan
kapasitas gurunya,

Koordinator Jaringan Muslim
Madani (JMM) Syukron Jamal juga
menilai langkah pencabutan izin oleh
Kemenag sebetulnya merupakan langkah
pamungkas. Ia mengibaratkan Kemenag
seperti petugas pemadam kebakaran yang
baru bergerak memadamkan api setelah
ada kejadian. Menurut dia kasus ini harus
menjadi bahan evaluasi internal Kemenag.
Ia menduga kasus serupa juga terjadi di
sejumlah pondok pesantren lainnya atau
lembaga pendidikan keagamaan di agama
lain, namun belum terkuak. Diingatkan
pada satu sisi kasus seperti itu seperti
fenomena gunung es, harusnya Kemenag
sigap  mengantisipasi  hal  tersebut,
melakukan pengawasan dan pembinaan.
Terkait dengan kegiatan evaluasi ini
diusulkan Kemenag lakukan lah upaya-

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711
105037-12-819885/pencabulan-anak-kiai-jombang-

tak-cukup-sekadar-cabut-izin-pesantren
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ingin santri jadi korban dari penangkapan
tersangka kasus pencabulan Moch. Subchi
Azal Tsani (MSAT) alias Bechi. Menteri
Agama Ad Interim Muhadjir Effendy
memulihkan kembali izin operasional

Macnmtuni MMaivnalal Dalvnic CLIAAI Ao nlh
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terungkap adanya penerapan sanksi
adminsitrasi bagi pondok pesantren yang
pengasuhnya melakukan tindak pidana
kekerasan seksual. Pondok Pesantren
Manarul Huda di Bandung telah dicabu ijin
operasional pesantren. Dalam dictum amar
putusan menyebutkan 6) Membekukan,
mencabut dan membubarkan Yayasan
Yatim Piatu Manarul Huda Komplek
Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan
Saat, Antapani Tengah, Bandung, Madani
Boarding School, dan Pondok Pesantren
Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda
Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir
Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Pondok  Pesantren = Majma'al
Bahrain Shiddiqiyyah Jombang pernah
dikenakan  sanksi = pencabutan  ijin
operasional. Kementerian Agama pada
Kamis tanggal 7 Juli 2022 mencabut ijin
operasional saat itu berkaitan dengan kasus
dugaan pencabulan oleh Moch Subchi
Azal Tsani (MSAT) alias Bechi.
Pencabutan ijin operasional diusulkan oleh
Polri sebagai dukungan dalam
penangkapan MSAT yang kala itu masih
berproses.!! Namun pencabutan ijin
tersebut dicabut oleh Kementrian Agama.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden
(KSP) Rumadi Akhmad mengungkap
alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
memerintahkan pembatalan pencabutan
izin Pondok Pesantren (Ponpes) Majma'al
Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa
Timur. Rumadi mengatakan Jokowi tak

10

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220
711105037-12-819885/pencabulan-anak-kiai-
jombang-tak-cukup-sekadar-cabut-izin-
besantren
Uhttps://www.cnnindonesia.com/nasional/202207 1
3135134-20-820975/21-santri-mundur-dari-
pesantren-shiddiqiyyah-buntut-kasus-cabul-bechi
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Bantuan nyatakan bahwa permohonan
restitusi gat diajukan sebelum putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum
yang tetap melalui Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) untuk
dimasukkan ke dalam tuntutan Penuntut
Umum. Namun, juga menyatakan
pengajuan permohonan restitusi dapat
diajukan setelah putusan yang memperoleh

rod>aluucii lVlaJllla al Dallialll oluuuu.ll_y_y'au,
Jombang, Jawa Timur pada Senin (11/7)
kemarin.!'2 Sebetulnya pencabutan ijin
terhadap beroperasinya suatu lembaga
pendidikan apalagi pondok pesantren
adalah sudah tepat sebagaimana
pencabutan ijin operasional Pondok
Pesantren Manarul Huda Bandung. Namun
Pengamat Pendidikan Doni Kusuma
menilai langkah Kemenag sudah tepat.!3
Adapun sanksi perdata yang
dikenakan berupa pengenaan  ganti
kerugian kepada pelaku yang melakukan
tindak  pidana  kekerasan  seksual.
Pengenaan pembebanan ganti kerugian
kepada pelaku perbuatan mencerminkan
sifat dari sanksi perdata. Pasal 1365
KUHPerdata, menyebutkan bahwa setiap
orang yang melakukan  perbuatan
melanggar hukum diwajibkan untuk
mengganti kerugian yang timbul dari
kesalahannya tersebut. Pengenaan sanksi
ganti kerugian tersebut didasarkan pertama
perbuatan melawan hukum hukum, kedua
dilakukan dengan kesalahan, ketiga
terdapat kerugian dari korbannya baik
kerugian materi dan immaterial, keempat
adanya hubungan kausal antara perbuatan
melawan hukum oleh pelaku dan kerugian
yang dialami korban. Pembeban ganti
kerugian kepada pelaku ggbagaimana yang
dituntut oleh pelaku lalui Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban L PSK).
Berdasarkan Pasal 20 aturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

2https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022071
2160922-20-820546/pro-kontra-pengembalian-izin-

operasional-ponpes-shiddigiyyah-jombang

Bhttps://www.cnnindonesia.com/nasional/2022071
1105037-12-819885/pencabulan-anak-kiai-
jombang-tak-cukup-sekadar-cabut-izin-pesantren
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menentukan dalam hal korban tidak
mengajukan permohonan Restitusi dalarn
proses persidangan terhadap pelaku tindak
pidana, permohonan dapat diajukan setelah
putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap.

Berdasarkan  pada Peraturan
Mahkamah Agung, korban tindak pidana
kekerasan seksual sebagaimana yang ada




keputusan tetap dan permohonan restitusi
dapat diajukan melalui LPSK kepada
Pengadilan untuk mendapat penetapan.
Pembebanan restitusi kepada pelaku
tersebut sebetulnya menunjukkan sebagai
suatu sanksi perdata. Pembebanan kepada
pelaku tersebut sebetulnya secara hakikat
menunjukkan hak korban sebagai pihak
yang menderita atau mengalami kerugian.
Dalam pengertian hak dalam arti sempit,
hak ini menimbulkan adanya kewajiban
yaitu kewajiban bagi orang yang terbukti
melakukan perbuatan yang melawan
hukum dan terbukti kesalahannya baik
secara senggga atau karena alpa (kurang
hati-hati). aturan Mahkamah Agung
No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan dan Pemberian
Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban
Tindak Pidana. Pada Pasal 8 mengatur
mekanisme  pengajuan permohonan
restitusi. Penyidik/LPSK menyampaikan
berkas pemohonan restitusi kepada
Penuntut Umum sebelum berkas perkara
dilimpahkan ke Pengadilan atau paling
lambat  sebelum  Penuntut Umum
membacakan tuntutan pidana. Di ayat 4
ditentukan bahwa Hakim memberitahukan
hak Karban untuk memperaleh Restitusi
yang dapat diajukan sebeluggs Penuntut
Umum mengajukan tuntutan dvdau setelah
putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap. Dengan adanya permohonan restitusi
di ayat 10 disebutkan bahwa Penuntut
Umum wajib mencantumkan permohonan
Restitusi dalam tuntutan pidana. Di ayat 11
hakim memeriksa berkas permohonan
Restitusi dan memberikan penilaian
hukum terhadap alat bukti yang diajukan di
persidangan serta mempertimbangkannya
di dalam putusan. Pada Pasal 11 (1)
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adanya restitusi bagi  pemulihan
penderitaan dan kerugian korban.

c. Rekonstruksi  Politik  Kriminalyang
Melindugi Korban Kekerasan Seksual
melalui:

a. Penguatan pemanfaatan media massa
terutama media sosial sebagai suatu hak
untuk menyampaikan informasi dan
partisipasi masyarakat menegakkan
kebenaran, keadilan bagi korban.

b. Penerapan system peradilan pidana yang
memberikan akses keadilan bagi korban,
pengenaan pidana yang berat baik pada

dalam beberapa putusan pengadilan tidak
ada restitusi, korban masih ada hak untuk
mengajukan permohonan restitusi setelah
putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap. Ketentuan sangat bisa dipahami
karena restitusi merupakan hak korban
yang harus dipenuhi. Batas permohonan
restitusi sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 12 ayat (2) paling lama 90
(sembilan puluh) Hari sejak Pemohon
mengetahui putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

PENUTUP

Simpulan
a. m:erapa penerapan politik kriminal
adap tindak pidana kekerasan
seksual yang melindungi korban
melalui putusan pengadilan secara
umum  menunjukkan  penerapan
hukum pidana yang melindungi
korban. Pidananya mendekati
tuntutan jaksa, dan adanya pidana
restitusi. Ada putusan yang tidak
mencantumkan  restitusi  karena
korban tidak mengajukannya, ditolak
hakim karena tidak diajukan sebelum
pidana dijatuhkan. Khusus pada
kasus dengan terpidana MSAT,
restitusi tidak dicantumkan dalam
tuntutan jaksa.

b. Pemanfaatan media massa baik cetak,
elektronik, maupun media sosial telah
sangat berpengaruh dalam mendorong
dan mengawal pengungkapan
mekanisme peradilan pidana yang
melindungi korban tindak pidana
kekerasan seksual baik pada beratnya
pengenaan sanksi pidana maupun
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lembaga pendidikan yang berupa
pencabutan hak tertentu, pengumuman
putusan hakim.

Saran :

a. Adanya kesadaran z@arat penegak
hukum bahwa akses keadilan bagi
korban adalah hak yang berakibat pada
adanya kewajiban bagi aparat untuk
memenuhi korban memperoleh hak
perlindungannya.

b. Peningkatan peran media massa untuk
mengungkapkan kebenaran dan keadilan
bagi korban termasuk ketika peradilan




pidana pokok maupun pidana tambahan
seperti adanya restitusi, atau kompensasi
bagi korban yang tidak mampu.

c. Adanya  kebijakan  sosial  yang
berorientasi pada pemulihan
kesejahteraan dan perlindungan korban
melalui  Pertama, Korban  harus
diperlakukan dengan rasa kasih dan
dihormati martabatnya, Kedua,
mekanisme peradilan dan administrasi
peradilan memungkinkan korban
memperoleh ganti rugi lewat prosedur
formal atau tidak formal yang tepat
guna, adil, tidak mahal dan terjangkau.
Ketiga, Kesediaan proses dan
administrasi pengadilan untuk
menanggapi kebutuhan korban harus
dipermudah. Keempat, mekanisme
informal untuk penyelesaian
perselisihan termasuk mediasi, arbitrasi,
dan pengadilan adat atau kebiasaan-
kebiasaan masyarakat pribumi.

d. Peningkatan kesehatan mental
masyarakat yang mencegah kehidupan
yang memburu harta, mengumbar benih-
benih seksualitas, dan berorientasi pada
kekuasaan yang berpotensi melemahnya
rasa malu.

e. Peningkatan system evaluasi yang
berbasis pada reward and punishment
dan pemberdayaan masyarakat.

f. Penerapan sanksi perdata yang berupa
restitusi untuk memulihkan korban dari
penderitaan dan kerugian yang dialami.
Sanksi Administrasi diterapkan sebagai
pidana tambahan bagi pelaku yang
bertindak sebagai pemimpin/pengasuh

pidana berada dalam kendali kekuasaan.
c. Penerapan politik kriminal yang
melindungi korban berorientasi pada
pemulihan  hak-hak korban dalam
mekanisme peradilan pidana maupun
pengenaan pidananya atas dasar
pengutamaan nilai keadilan daripada
kepastian hukum.
Adanya gedukasi masyarakat tentang
restitusi 1ficrupakan hak bagi korban yang
dapat diajukan ditingkat penyidikan,
sebelum penuntutan atau setelah putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Penerapan pidana tambahan yang berupa
pencabutan hak tertentu, pengumuman
putusan hakim dan perampasan barang
tertentu untuk menguatkan sanksi pidana
yang menimbulkan efek jera bagi pelaku
sekaligus memberikan perlindungan bagi
korban baik pada korban yang langsung
atau masyarakat sebagai korban terjadinya
kekerasan seksual.
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